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Berkembangnya bidang perekonomian Indonesia, menciptakan dampak negatif dan positif.
Dari segi positif dapat kita rasakan, bahwa perkembangan perekonomian ikut membantu
pembangunan nasional. Sedangkan pada dari sisi negatifnya dapat kita temui jenis
pelanggaran atau kejahatan dalam sistem perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana
pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah kejahatan yang berupaya
untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang
seolah-olah diperoleh secara legal. Salah satu upaya yang diambil oleh Pemerintah
Indonesia adalah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Yaitu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang
dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di
Indonesia. Pembentukannya disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini kemudian
dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPATK bebas dari intervensi pihak manapun.
PPATK memperoleh informasi dari Laporan PJK, Ditjen Bea Cukai, Informasi Media dan
Masyarakat. Kemudian PPATK menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi
tersebut. PPATK menyerahkan hasil analisanya terkait transaksi keuangan yang berindikasi
tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan atau penyidik lainnya
untuk selanjutnya dilakukan penyidikan.
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